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ABSTRAK                    : - guna melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan Peraturan Gubernur 
yang mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. 

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 
2023;UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 
2020; Perda Prov. Jateng No. 4 Tahun 2024; Perda Prov. Jateng Nomor 7 Tahun 
2025. 

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang mekanisme penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD 
Provinsi Jawa Tengah baik Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah; bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa 
Tengah; dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya diluar 
Provinsi Jawa Tengah. 

 
CATATAN : -  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2026. 

- Pada saat Peraturan Gubernur ini  mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah: 
a. Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah 
Lainnya Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;  

b. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;  

c. Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah; dan  

d. Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang 
Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, 

dicabut dan  dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 


